








Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa setempat dalam

jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

21. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

rangka meningkatkan pendapatan desa.

22.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik

desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasinya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasinya

setelah berakhirnya jangka waktu.

23.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik

desa  berupa  tanah  oleh pihak lain dengan cara

mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  berikut

fasilitasinya,  dan  setelah  selesai pembangunannya

diserahkan  kepada  pemerintahan  desa   untuk

didayagunakan dalam jangka waktu tertentu disepakati.

24.Pengamanan  adalah   proses,   cara   perbuatan

mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum,

dan administratif.

25.Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar

semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

26.Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan

aset  desa  dan buku data inventaris  desa dengan

Keputusan   Kepala   Desa  untuk  membebaskan

pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/atau

kuasa  pengguna  barang  dan  tanggung  jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

27.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset

desa.

28.Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan

aset desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa



dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk

barang.

29.Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk

uang.

30.Penyertaan   modal   Pemerintah   Desa   adalah

pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan

kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa

dalam Badan Usaha Milik Desa.

31.Penatausahaan  adalah  rangkaian  kegiatan  yang

dilakukan  meliputi   pembukuan,  inventarisasi  dan

pelaporan aset  desa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

32.Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi

terkait dengan keadaan objektif aset desa.

33.Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang

didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan

dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk

memperoleh nilai aset desa.

34.Tanah kas desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber

pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan

sosial.

35.Inventarisasi   adalah  kegiatan  untuk  melakukan

pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan

aset desa.

36.Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa

dalam rangka  pengamanan dan kepastian  status

kepemilikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1 Ruang lingkup Pengelolaan Aset  Desa dalam Peraturan

Bupati ini terdiri dari :

1.Jenis Aset Desa;

2.Asas Pengelolaan Aset Desa;



























































(6)Penggunaan biaya ganti  rugi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dan BPD

dan selanjutnya dituangkan dalam rencana anggaran

belanja penggunaan biaya ganti rugi, dilegalisasi oleh

Kepala  Desa,  mengetahui BPD yang  selanjutnya

diverifikasi oleh Tim Pengkaji Tingkat Kabupaten.

(7)Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 46

ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat

selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi

relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

(8)Jangka waktu pembelian tanah pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya ganti rugi berupa uang dalam rekening kas

desa.

(9)Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi

relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling

banyak sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta

rupiah).

(10) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi

relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai

pendapatan desa, digunakan untuk kegiatan bidang

pemerintahan atau bidang pelaksanaan pembangunan

sesuai dengan hasil musyawarah desa, untuk belanja

modal atau penambahan nilai aset desa yang ditetapkan

dalam APB Desa setelah sebelumnya mendapat

persetujuan dan Bupati.

Pasal 49

Tata cara tukar menukar tanah kas desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.pihak   yang   memerlukan   tanah,   mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa, disertai

data yang mendukung kejelasan permohonan tersebut,

,    dengan tembusan kepada Bupati dan Camat;

b.Kepala Desa setelah mempelajari dan mengkaji  atas

permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,



menyampaikan kepada BPD untuk diselenggarakan

musyawarah desa;

c.atas dasar berita acara hasil musyawarah sebagaimana

dimaksud pada huruf  b, Kepala Desa mengajukan

permohonan persetujuan tukar menukar tanah kas desa

kepada BPD;

d.setelah BPD memberikan persetujuan, Sekretaris Desa

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pelepasan

tanah kas desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa

dan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk

mendapatkan kesepakatan bersama;

e.Kepala Desa menyampaian permohonan izin tukar

menukar tanah  kas desa kepada Bupati,  dengan

tembusan Camat, dengan dilampiri :

1)surat  permohonan dan pihak yang memerlukan

tanah kepada Kepala Desa, disertai data-data yang

mendukung kejeiasan permohonan tersebut;

2)surat  pernyataan kesanggupan dari  pihak yang

memerlukan tanah kas desa untuk menyediakan

tanah pengganti yang senilai dan menanggung segala

biaya yang timbul sebagai akibat  adanya tukar

menukar tanah kas desa, termasuk pensertifikatan

tanah pengganti atau surat keterangan dan pihak

yang memerlukan tanah kas desa bahwa tanah

pengganti belum tersedia dan sanggup memberikan

ganti  rugi  berupa  uang  sesuai  dengan  nilai

penggantian wajar yang sudah memperhitungkan

nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik;

3)surat  pernyataan kesanggupan dan pihak yang

memerlukan tanah desa, untuk menyediakan tanah

pengganti yang senilai dan menanggung segala biaya

yang timbul sebagai akibat adanya tukar menukar

tanah kas desa, termasuk pensertifikatan tanah

pengganti atau surat keterangan dan pihak yang

memerlukan tanah kas Desa bahwa tanah pengganti

belum tersedia dan sanggup memberikan ganti rugi

berupa uang sesuai dengan nilai penggantian wajar



yang sudah memperhitungkan nilai kerugian fisik

dan nilai kerugian non fisik;

4)berita acara hasil musyawarah desa;

5)persetujuan BPD;

6)Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar menukar

tanah kas desa;

7)rencana penggunaan ganti rugi berupa uang apabila

tukar menukar tanah kas desa dilakukan dengan

mekanisme  tanah ganti  uang yang dibuat  oleh

Panitia pengadaan tanah pengganti, yang disetujui

oleh Kepala Desa dan BPD;

8)daftar susunan keanggotaan Tim pengadaan tanah

pengganti;

9)daftar   inventarisasi   tanah  kas   desa  yang

bersangkutan;

10)foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah

atas tanah kas desa serta sertifikat  atau bukti

kepemilikan  lain yang  sah  atas  tanah calon

pengganti;

11)Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan Izin Lokasi

terhadap tanah kas desa yang akan ditukar atau

digunakan oleh pihak pemohon;

12)surat pernyataan tidak keberatan dan pemilik tanah

yang akan dibeli atau sebagai pengganti;

13)surat  ukur tertaru atas tanah desa yang akan

dilepas dan tanah pengganti;

14)foto lokasi tanah kas desa yang akan dilepas dan

calon tanah pengganti;

15)foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak

Bumi dan Bangunan tanah kas desa yang akan

dilepas dan Surat  Pemberitahuan Pajak Tahunan

Pajak Bumi dan Bangunan tanah calon pengganti;

f.Bupati membentuk tim pengkaji tukar menukar tanah

kas desa tingkat kabupaten;

g.Tim pengkaji  tukar menukar tanah kas desa tingkat

kabupaten melakukan pembahasan permohonan izin

tukar menukar tanah kas desa dan Kepala Desa,



tinjauan lapangan serta verifikasi data dan/atau

administrasi;

h. iinjauan lapangan sebagaiinana dimaksud pada huruf g,

dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil

kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon

pengganti tanah milik desa;

i. verifikasi data dan/atau administrasi sebagaimana

dimaksud pada huruf g, dilakukan untuk memperoleh

bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh

unsur dan Pemerintah Desa, BPD, pihak yang

melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang

digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan,

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak

dan/atau instansi terkait lainnya;

j. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana

dimaksud pada huruf g, dimuat dalam Berita Acara yang

ditandatangani oleh anggota tim pengkaji tukar menukar

tanah kas desa tingkat kabupaten dan para pihak

dan/atau instansi terkait lainnya;

k. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j,

memuat antara lain :

1)hasil musyawarah desa;

2)letak, luasan, harga wajar, keadaan tanah kas desa

berdasarkan penggunaannya; dan

3)bukti kepemilikan tanah kas desa yang ditukar dan

tanah penggantinya.

1. Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat

kabupaten menyampaian Berita Acara hasil verifikasi

kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati

untuk menerbitkan Surat izin tukar menukar tanah has

desa;

m. Bupati menyampaikan permohonan persetujuan tukar

menukar tanah kar desa kepada Gubernur, dilampiri

hasil  verifikasi  dan izin dari  Bupati  sebagaimana

>         dimaksud pada huruf 1;













(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ay at (1)

dilakukan dengan ketentuan :

a.tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan

besaran   ganti   rugi   sesuai   harga   yang

menguntungkan desa dengan menggunakan nilai

wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b.tanah pengganti  diutamakan berlokasi  di  desa

setempat; dan

c.apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa

setempat sebagaimana dimaksud pada huruf  b,

tanah  pengganti  dapat   berlokasi  dalam satu

kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain jang

berbatasan langsung.

Pasal 52

Tukar menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 51 ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan dan

tata cara sebagai berikut:

a.Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada

Bupati dilampiri hasil musyawarah desa tentang tukar

menukar tanah kas desa;

b.Bupati membentuk Tim pengkaji tukar menukar tanah

kas desa tingkat kabupaten;

c.Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat

kabupaten  sebagaimana dimaksud  pada huruf  b,

keanggotaannya terdiri dan Perangkat  Daerah terkait

yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan

dengan Keputusan Bupati;

d.Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat

kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan

mengikutsertakan tenaga penilai;

e.Tim pengkaji tukar menukar tanah kas desa tingkat

kabupaten  sebagaima^ia dimaksud pada  huruf  c,

melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi

1    desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset

desa;



f.hasil  kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e,

sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan

izin,

g.hasil kajian dan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada

huruf  e,  disampaikan  kepada  Gubernur   untuk

mendapatkan kin selanjutnya disampaikan kepada

Menteri untuk mendapatkan persetujuan

h. tukar menukar Tanah milik desa ditetapkan dengan

Peraturan Desa; dan

i.  Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h,

ditetapkan setelah mendapat izin dan Bupati, Gubernur,

dan persetujuan Menteri.

Pasal 53

(1)Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar

menukar tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 huruf g, terlebih dahulu melakukan kajian

melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

(2)Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil

kondisi fisik lokasi tanah kas desa dan lokasi calon

pengganti tanah kas desa.

(3)Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

dilakukan untuk memperoleh bukti   formil melalui

pertemuan di desa yang dihadiri  oleh unsur  dan

Demerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar

menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk

pengganti,  aparat   Kecamatan,  Pemerintah  Daerah

Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi

terkait lainnya.

(4)Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam berita

acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau

instansi terkait lainnya.

x (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)

memuat antara lain :

a. hasil musyawarah desa;











Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu,

sapi, kambing.

(4)Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat  (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan

mesin, bongkaran bangunan.

(5)Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) dilengkapi dengan bukti penjuluan dan ditetapkan

dengan keputusan Kepala Desa tentang penjualan.

(6)Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3)

dan ayat (4) dimakukkan dalam rekening kas d^sa

sebagai pendapatan asli desa

Paragrag 4

Penyertaan Modal

Pasal 60

(1)Pemindahtanganan atas aset desa dengan penyertaan

modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat  (1)  huruf c, dilakukan dalam rangka

pendirian,  pengembangan dan peningkatan  kinerja

Badan Usaha Milik Desa.

(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa tanah kas desa.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 61

(1)Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus

diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi

kodefikasi;

(2)Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam

pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa;

(3)Buku inventaris aset desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari buku inventaris aset desa pertahun

dan buku inventaris deSa.



Pasal 62

(1)Pemerintah  Daerah  bersama  Pemerintah  Desa

melakukan inventarisasi aset  desa sesuai ketentuan

peraturan perurdang-undangan

(2)Inventarisasi aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)  dilaksanakan oleh petugas/pengurus aset  desa,

pembantu pengelola aset desa dan pengguna aset.

(3)Pelaksanaan  inventarisasi   aset   desa  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus aset

desa.

(4)Sensus aset desa milik desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 6 (enam) tahun

sekali untuk menyusun buku inventaris aset desa.

(5)Pembantu pengelola aset desa bertanggung jawab kepada

Kepala Desa atas pelaksanaan sensus aset desa.

(6)Pelaksanaan sensus  aset  milik desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 63

(1)Petugas/   pengurus   aset   desa  menyusun  dan

menyampaikan laporan aset  desa kepada pembantu

aengelola aset desa.

(2)Laporan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalam bentuk laporan aset desa tahunan.

(3)Laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling

lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(4)Pembantu pengelola aset desa melaksanakan verifikasi

dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk

tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling lambat  tanggal 15 Januari tahun berikutnya

'    kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.

(5)Laporan aset desa tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat  (4) dilaporkan kepada Bupati  melalui Camat
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